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BAB  II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1 Sejarah Singkat PT Pos Indonesia (Persero)

Kedatangan bangsa Belanda di bumi Indonesia merupakan awal timbulnya hubungan surat menyurat dengan Negeri Belanda, hal ini ditandai dengan kedatangan empat kapal Belanda di bawah pimpinan Corneli De houtman pada tahun 1596 dengan membawa surat yang ditujukan kepada raja Banten dan Jakarta.

Kantor Pos yang pertama didirikan di jakarta pada tanggal 26 Agustus 1746 oleh Gubernur Jendral. G.W Van Inhoff bersama dengan ditemukannya Telegraf dan Telepon, maka dibentuklah Dinas Pos Telegraf dan Telepon (PTT). Pada tahun  1922-1923 Kantor Pusat PTT yang pada awalnya berkedudukan di Welevreden (Gambir-Jakarta) kemudian pindah ke “ Burgelijke Openbar Werken “ (BWO/ Dinas Pekerjaan Umum) Bandung.

Selama masa pendudukan Jepang, jawatan PTT terpecah-pecah mengikuti organisasi pemerintah militer Jepang, sehingga pada masa itu terdapat jawatan PTT Sumatra, PTT Jawa dan PTT Sulawesi. Pada tanggal 27 September 1945 sekelompok pemuda yang tergabung dalam Angkatan Muda PTT (AMPIT) dengan gagah berani merebut kekuasaan atas jawatan PTT RI. Hari Bakti PARPOSTEL. Sebagai Kepala Jawatan PTT diangkatlah Mas Soeharto didampingi oleh R. Dijar sebagai wakilnya.

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1960 keluar UU No. 19 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa semua perusahaan yang modal seluruhnya merupakan kekayaan Negara maupun karena Nasionalisasi berdasarkan UU No. 8 Tahun 1958 menjadi Perusahaan Negara.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 240 Tahun 1961 Perusahaan Pos Telegraf dan telepon yang kedudukannya di Bandung, dilebur menjadi Perusahaan Negara Pos Telekomunikasi (PN PONSEL). Dalam peleburan ini segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, serta usaha dari jawatan Pos Telegraf danTelepon beralih pada PN PONSEL.
Melihat  perkembangan ini, keluarlah Peraturan Pemerintah No. 240 Tahun 1965 untuk mengganti Peraturan Pemerintah No. 240 Tahun 1961. Pada PP yang baru dinyatakan PN PONSEL dipisahkan menjadi Perusahaan Negara (PN) Telekomunikasi dan PN Pos dan Giro yang masing-masing diatur dalam Peraturan Pemerintah yang berlainan. PN Telekomunikasi didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1965.

PN Pos dan Giro merupakan Perusahaan Badan Hukum yang berhak melakukan usaha-usaha dalam hal laporan penyelenggaraan Pos dan Giro, dan berkantor pusat di Bandung. Tujuan pendirian PN Pos dan Giro adalah untuk turut serta membangun Ekonomi Nasional dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur materil dan spiritual.

Untuk lebih memanfaatkan perusahaan-perusahaan Negara maka pada tanggal 28 Desember 1967 keluarlah intruksi Presiden No. 17 Tahun 1967 yang membedakan atau menggolongkan usaha-usaha Negara dalam tiga bentuk yaitu Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Persero (PERSERO), dan Perusahaan Umum (PERUM).

Sebagai kelanjutan dari Inpres (Intruksi Presiden) No. 17 Tahun 1967, ditetapkan UU No. 19 Tahun 1969. Dengan adanya undang-undang ini maka PN Pos dan Giro ditetapkan menjadi bentuk usaha yang bersifat Perusahaan Umum (PERUM).

Sebagai dasar pertimbangan mengapa bentuk ini digunakan adalah bahwa Dinas Pos dan Giro merupakan cabang produksi jasa yang penting serta mempunyai fungsi yang fital sebagai Prasarana Pembangunan Nasional, disamping itu juga lebih menyempurnakan dan mendaya gunakan perusahaan dan pengelolaan Dinas Pos dan Giro.

Kantor Perum Pos dan Giro dipimpin oleh seorang Direktur, untuk tingkat Pusat dibantu lima kantor, yaitu :

1. Kantor Pusat Kepegawaian 

2. Kantor Pusat Niaga

3. Kantor Pusat Perlengkapan

4. Kantor Pusat Keuangan 

5. Kantor Pusat Operasional

Sedangkan untuk tingkat daerah, dibantu oleh 14 Kantor Wilayah Pos, yang salah satunya adalah Kantor Wilayah V untuk kawasan Jawa Barat. Kantor Wilayah Pos membawahi ratusan Kantor Pos. Salah satu Kantor Pos yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah V adalah Kantor Pos dan Giro Kelas II Bandung.

Dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 ditetapkan tatacara pengawasan dan pembinaan PERJAN, PERUM dan PERSERO. Untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1978 yang mengatur tentang Perusahaan Umum Pos dan Giro telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1984.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 05/165 Tanggal 27 Februari 1995. Perum Pos dan Giro berubah status menjadi PT. POS INDONESIA (PERSERO), yaitu sejak tanggal 20 Juni 1995 dengan Akte Notaris Soejipto SH No. 177.

Visi dan Misi PT. POS INDONESIA


Dalam melaksanakan aktivitasnya, PT. Pos Indonesia (PERSERO) mempunyai visi, misi dan falsafah PT. Pos Indonesia (PERSERO) diuraikan sebagai beerikut :

Misi PT. Pos Indonesia (PERSERO) dibagi empat misi yaitu :
a. Mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dengan didukung teknologi tepat guna dan sumber daya manusia propesional.

b. Menyediakan layanan komunikasi, logistik, transaksi, keuangan dan layanan pos lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi bagi kepuasan pelanggan.

c. mengembangkan usaha yang memiliki daya saing kuat di pasar domestik dan global.

d. Memberikan pelayanan untuk kemanfaatan umum yang menjangkau seluruh pelosok tanah air dengan perlakuan yang sama guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mempercepat hubungan antar bangsa.

Visi PT. Pos Indonesia (PERSERO) adalah, sebagai penyedia jasa sarana komunikasi kelas dunia dalam bentuk layanan yang propesional dan paripurna serta peduli terhadap lingkungan, sehingga mampu berkembang sesuai dengan konsep bisnis yang sehat. Visi ini dikemukakan dengan alasan bahwa kunci keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia ini didukung oleh prosedur kerja yang tepat dan kualitas para pelaksananya. Diharapkan para pelaksana adalah pekerja yang propesional mampu melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada prosedur kerja dan memanfaatkan sarana yang tersedia dengan baik. Semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan secara paripurna dan tetap memperdulikan kondisi lingkungan.

Falsafah PT. Pos Indonesia (PERSERO) adalah, PT. Pos Indonesia (PERSERO) senantiasa berupaya untuk meningkatkan mutu layanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dangan efisiensi dan efektivitas sumberdaya serta meningkatkan kemampuan pencapaian laba usaha melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.2 Struktur Organisasi


Untuk menjaga kestabilan dan kelancaran perusahaan maka anggota harus dapat menggambarkan tentang perbedaan tingkat dalam struktur atau kata lain perusahaan itu harus melengkapi struktur organisasi. Disampimg itu struktur organisasi dapat menjadi wewenang dan tanggung jawab seseorang dalam organisasi tersebut.


Demikian pula dengan PT. Pos Indonesia ( Persero ) Pos kelas II Bandung yang merupakan salah satu organisasi yang berbentuk perusahaan, memiliki struktur organisasi yang dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan perusahaan. Struktur organisasi yang digunakan oleh PT. Pos Indonesia KP II Bandung 40000 berbentuk organisasi lini, dimana kekuasaan mengalir dari puncak pimpinan organisasi sampai pada unit organisasi yang ada dibawahnya. Begitu pula dengan pertanggungjawaban pekerjaan yang menjadi kewajibannya sebagai karyawan harus dilakukan secara mengalir dari unit yang berada di bawah sampai tingkat paling atas.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar struktur organisasi sebagai berikut :
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2.3 Deskripsi Jabatan

Adapun uraian tugas pada bagian-bagian dari struktur organisasi kantor pos kelas II Bandung, yaitu :

a. Branch Manager

Merupakan pimpinan dari Branch Office (BO). Branch Office adalah unit kerja atau kantor cabang yang berda pada suatu kota dan membawahi suatu wilayah kerja tertentu. Branch manager bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan operasi kerja di dalam suatu Branch Office.

b. Supervisor

Merupakan petugas di Branch Office yang bertanggung jawab terhadap   kelancaran operasional layanan di loket, customer service serta kinerja layanan yang ada.

c. Delivery

Merupakan petugas kurir atau antaran yang bertanggung jawab mensortir surat, dokumen, maupun barang kiriman, menjadi koordinator antaran masing-masing cabang serta bertanggung jawab terhadap kebenaran wilayah atau jalan sampai kepada kebenaran penyerahan kiriman pada alamat yang dituju dan kelengkapan informasi pada resi terma.

d. Processing

Merupaan petugas di Branch Office yang bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional Mail Processing Bandung (MPB). MPB merupakan unit pelaksana yang tugasnya melayani pemrosesan kiriman express secara terpadu sejak kiriman diterima aatu dijemput hingga pengantaran atau penyerahan ke perangkat untuk dieruskan ke kantor cabang tujuannya.

e. Counter

Merupakan petugas loket yang bertanggung jawab atas pencatatan transaksi awal baik tunai maupun kredit, membuat laporan keuanagan, neraca loket serta bertanggung jawab atas besar uang pertanggungan di loket dan juga rekapitulasi seluruh transaksi sebelum diserahkan ke bagian kasir, bendahara dan terakhir bagian akuntansi untuk proses pembukuan.

f. Account Officer

Merupakan petugas yang mengatur prosedur pemasaran dalam hal ini membuat PKS ( Perjanjian Kerja Sama )yang memuat Jumlah, jenis kiriman, tarif sampai pelunasan.

2.4 Bidang Usaha PT. Pos Indonesia (Persero)

 Pada dasarnya usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kantor Pos kelas II

Bandung 40000 dalam jasa pelayanan kepada masyarakat bergerak dalam bidang :

1. Usaha jasa Pos
Usaha-usaha jasa pos yang tersedia adalah:

a. Surat biasa, yaitu layanan kiriman surat dalam negeri yang diperlakukan biasa

b. Surat kilat khusus yaitu layanan kiriman pos biasa yang diperlakukan secara kilat khusus.

c. Surat tercatat, yaitu layanan kiriman pos biasa yang diperlakukan khusus dengan cara mendokumentasikan atau mencatat status kiriman, sehingga dapat dilakukan jejak lacak jika terjadi kesalahan.

d. Exspres Mail Server (EMS), yaitu layanan cepat dalam pengiriman berita/barang dengan fasilitas jejak lacak guna mengetahui status kiriman.

e. Ratron, yaitu layanan surat elektronik yang merupakan hibrida antara surat secara fisik dengan kombinasi tranmisi data melalui jaringan telekomunikasi. Hasil transfer data berupa copy naskah asli yang akan diantar kepada alamat penerima dalam sampul tertutup dengan jaminan waktu tempuh maksimal 6 jam.

f. Ratron Simpati, yaitu layanan surat elektronik untuk bagian ucapan simpati. Hasil transfer data berupa pesan pribadi dalam bentuk surat/kartu ucapan akan diantarkan kepada alamat yang dituju.

2. Usaha Jasa Logistik
Merupakan layanan yang membantu pemakaian jasa mengirimkan barang atau  bingkisan dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan keinginan pengirim berupa jenis layanan paket pos yang disediakan oleh kantor pos kelas II Bandung 40000, adalah sebagai berikut :

a. Layanan Standar

Merupakan layanan pengiriman barang dengan bentuk dan ukuran tertentu dangan layanan dan prosedur operasi standar, salah satunya adalah paket pos biasa.
b. Layanan Prioritas 

Merupakan layanan pengiriman barang prioritas pengangkutan dan pengantaran misalnya paket pos kilat khusus.

c. Layanan Costumized

Melayani pengiriman barang dengan atribut layanan khusus sesuai permintaan pengirim atau penerima, misalnya paket pos perlakuan khusus.

d. Layanan pengembangan 

Layanan ini terdiri dari :

1. Paket Pos Point to Point, melayani pengiriman barang langsung dari gudang ke lokasi pengirim atau dari gudang di lokasi penerima.

2. Paket Pos Optima/Cargo, melayani pengiriman barang di luar ketentuan berat dan ukuran yang telah ditentukan, misalnya pengiriman barangdengan menggunakan kontainer.

e. Layanan Perluasan

Layanan ini terdiri dari jasa kepabeanan, jasa perdagangan, jasa pengurusan dan jasa E-Commerce.

f. Paket Pos Bisnis

Merupakan kiriman paket tercepat untuk dikirim dari Bandung dengan tujuan wilayah jabotabek khusus bagi pelanggan industri/bisnis yang membutuhkan waktu tempuh dan penanganan khusus sesuai dangan keinginan pengirim.

3. Usaha Jasa Keagenan

Usaha-usaha jasa keagenan meliputi:

a. Pembayaran rekening telepon

b. Pembayaran Tabanas Batara (kerja sama dengan BTN)

c. Pembayaran rekening listrik

d. Pembayaran pensiun ABRI dan Sipil

e. Belanja lewat pos

4. Usaha Jasa Keuangan
Dalam memeriksa jasa keuangan kantor pos kelas II Bandung 40000 melayani mesyarakat dengan menyediakan sarana-sarana sebagai berikut :

a. Wesel Pos

Merupakan layanan pengiriman uang melalui pos ke seluruh Indonesia

b. Giro Pos

Merupakan layanan kegiatan untuk menampung, menyimpan dan membayar berbagai transaksi baik untuk pemegang rekening perorangan maupun perusahaan, keperluan bisnis di seluruh Indonesia melalui rekening giro yang diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia (Persero).

c. Speed Cash

Merupakan pengiriman uang secara cepat dari Saudi Arabia dan Malaysia ke Indonesia.

d. Western Union Money Tranfer

Bekerja sama dengan “Western Union”, PT. Pos Indonesia (Persero) telah menyelenggarakan cara cepat mengirim uang secara timbal balik dari/ke seluruh dunia.
e. Cek Pos Wisata (CPW)

Merupakan layanan keuangan sebagai solusi dana perjalanan wisata karrena dapat diuangkan di semi kantor pos.

f. Jasa Keangenan dan Payment Poin (SOPP)

Merupakan layanan keuangan dengan melakukan kerjasama jasa keangenan dengan beberapa instansi.

5. Usaha Jasa Lain-lain
Usaha-usaha jasa lainnya meliputi :

a. Filateli

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan memperkaya khasanah hobi mengumpulkan perangko atau benda filateli lainnya telah dikembangkan pula produk-produk filateli yang lebih atraktif dengan tema penerbitan yang bervariasi. Menyadari bahwa filateli adalah benda koleksi yang banyak diminati oleh para penggemarnya, maka usaha bisnis filateli telah ditangani oleh satu devisi agar lebih fleksibel dan akrab dalam melangkah bersama para filateli dan masyarakat.

b. Wasantara-Net

Wasantara-Net adalah tulang punggung jaringan sistem informasi nasional yang dikelola oleh PT. Pos Indonesia (Persero) disediakan bagi masyarakat luas untuk memperoleh data pertukaran informasi secara elektronik.

Sebagai jaringan sistem informasi, Wasantara-Net menyajikan fasilitas-fasilitas berikut :

1. Internet, layanan dengan efisiensi tinggi yang memberikan akses kepada  informasi global.

2. Electronic Data Interchange (EDI), untuk membentuk jaringan berbasis data.

3. Hibrid Mail, seperti surat bisnis elktronik, direct mail, wesel pos elektronik, dadn telegram.

4. Internet, pengembangan jaringan untuk perusahaan (organisasi).

5. Warposnet (Warung Pos dan Internet), sarana untuk mengakses internet yang disediakan di setiap kantor pos dalam jaringan Wasantara-Net.
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